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P U T U S A N

Nomor 1686/Pdt.G/2020/PA.Dpk 

     ِ الرّحِيمْ حْمَنِ الرّ اللهِ ِ بسِْم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  majelis  telah  menjatuhkan  Putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

, sebagai Pemohon;

melawan

, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan Pemohon  dan  memeriksa  alat-alat  bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat   permohonannya  tertanggal   02  Juli  2020,

yang terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal  06 Juli

2020 dalam register perkara 1686/Pdt.G/2020/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  isteri  sah,  yang

pernikahannya  dilaksanakan  pada  tanggal  05  September  2004,  sesuai

Kutipan  Akta  Nikah  nomor:  1201/41/IX/04.  Yang  dikeluarkan  oleh  Kantor

Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 06 September 2004;  

2. Bahwa selama berumah tangga antara  Pemohon dan Temohon terakhir

tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di ALAMAT;  

3. Bahwa  selama  berumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon  hidup

rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami

istri (ba'da dukhul) sehingga dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak yang bernama NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Jakarta, tanggal 09

Januari 2005, umur 15 tahun;  
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4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis,  tetapi  sekitar  tahun  2006 antara  Pemohon dan  Termohon  telah

terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:    

1. Termohon  mempunyai  hubungan  istimewa  dengan  pria

idaman lain yang diketahui oleh Pemohon dari handphone Termohon yang

berisi  pesan-pesan  romantis,  Pemohon  telah  menanyakan  terhadap

Termohon dan Termohon telah mengakuinya;  

2. Termohon  mempunyai  sifat  acuh,  yakni  Termohon  kurang

memperhatikan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;  

5. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dan  Termohon

terjadi  sejak  sekitar  tahun  2007 yang  berakibat  antara  Pemohon  dan

Termohon sudah pisah rumah dan Termohon tidak diketahui  keberadaanya

sampai dengan hari ini  (GHOIB); 

6. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berupaya  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya

tersebut tidak membuahkan hasil; 

7. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk

mencari dimana keberadaan Termohon, namun sampai saat ini tidak diketahui

keberadaanya,  baik  didalam  maupun  diluar  wilayah  republik  Indonesia

(GHOIB)  sesuai  dengan  surat  keterangan  GHOIB  yang  dikeluarkan  oleh

Kelurahan ALAMAT dengan Nomor : 474/236/VI/2020 yang di keluarkan pada

tanggal 19 Juni 2020; 

8. Bahwa Pemohon telah  berusaha untuk  bersabar  demi  mempertahankan

rumah  tangga,  namun  dari  pada  berlarut  larutnya  permasalahan  rumah

tangga  Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai,  maka jalan

yang sangat  maslahat  adalah dengan perceraian dimana atas hal  tersebut

telah dibicarakan dengan keluarga; 

9. Bahwa  berhubung  Pemohon  tergolong  keluarga  yang  kurang  mampu

sesuai  dengan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  yang  dikeluarkan  oleh

Kelurahan ALAMAT Nomor: 474/237/VI/2020 yang dikeluarkan pada tanggal

19 Juni 2020, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini agar membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang
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timbul  akibat  perkara  ini  dan  membebankannya  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

berkenan memutuskan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberikan izin kepada Pemohon  (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok; 

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum; 

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa  terhadap  permohonan  prodeo  /  berperkara  tanpa  biaya  yang

diajukan oleh  Penggugat,  Ketua Pengadilan  Agama Depok telah  mengabulkan

permohonan Penggugat dengan mengeluarkan Penetapan Layanan Pembebasan

Biaya Perkara Nomor 1686/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 06 Juli 2020, maka oleh

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara

cuma-cuma/prodeo  yang  membebaskan  Penggugat  untuk  membayar  biaya

perkara sesuai dengan pasal 237-239 HIR; 

Bahwa  dengan  adanya  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Agama  Depok

tersebut,  maka  perkara  ini  dapat  diperiksa  secara  cuma-cuma/prodeo  yang

membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal

237-239 HIR;

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  pernah  datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa  majelis  hakim  dalam  persidangan  telah  berusaha  mendamaikan

dengan  jalan  memberikan  nasihat  kepada  Pemohon agar  bersabar  dan  tetap

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak

berhasil.  Sedangkan  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat
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dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan

meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan  Pemohon

dalam  sidang  tertutup  untuk  umum.  Kemudian Pemohon menyatakan  tetap

mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan   Pemohon

tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan  Pemohon tersebut, jawaban Termohon  tidak

dapat  didengar  dalam  persidangan  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;  

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah dari  Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT,

Nomor 1201/41/IX/04 Tanggal 06 September 2004, bukti surat tersebut telah

diberi  meterai  cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi  Surat  Keterangan  Ghoib  dari  Lurah  ALAMAT  Nomor

474/236/VI/2020  Tanggal  19  Juni  2020,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi

meterai  cukup,  telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain  bukti  surat  tersebut,  Pemohon juga  menghadirkan  2  orang

saksi sebagai berikut: 

1. NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

bertempat  tinggal  di  ALAMAT,  di  bawah  sumpah,  memberikan  keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga, bertempat tinggal di

ALAMAT; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak; 

- Bahwa setahu saksi sejak sekitar tahun 2006 rumah tangga Pemohon

dan Termohon sudah mulai tidak harmonis; 

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; 
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- Bahwa setahu saksi  penyebab pertengkaran adalah karena Termohon

mempunyai  hubungan  istimewa  dengan  pria  idaman  lain,  Termohon

kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan

Termohon; 

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak

sekitar tahun 2007; 

- Bahwa  saksi  pernah  berupaya  merukunkan  Pemohon  dan  Termohon

akan tetapi tidak berhasil; 

2. NAMA SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

bertempat  tinggal  di  ALAMAT,  di  bawah  sumpah,  memberikan  keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga, bertempat tinggal di

ALAMAT; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak; 

- Bahwa setahu saksi sejak sekitar tahun 2006 rumah tangga Pemohon

dan Termohon sudah mulai tidak harmonis; 

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; 

- Bahwa setahu saksi  penyebab pertengkaran adalah karena Termohon

mempunyai  hubungan  istimewa  dengan  pria  idaman  lain,  Termohon

kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan

Termohon; 

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak

sekitar tahun 2007; 

- Bahwa  saksi  pernah  berupaya  merukunkan  Pemohon  dan  Termohon

akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan

kesimpulan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada  pendiriannya  untuk

bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;
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Bahwa  untuk  meringkas  uraian  putusan  ini,  cukup  ditunjuk  segala  hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan

Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah

hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang

sah  dan  ketidakhadirannya  tanpa  alasan  yang  sah,  maka   Termohon  harus

dinyatakan  tidak  hadir  dan  sesuai  ketentuan  Pasal   125  ayat  (1),  126  HIR,

permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya  Termohon

(verstek);

Menimbang,  bahwa  sesuai  ketentuan  Pasal  65  dan  Pasal  82  ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  sebagaimana

yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  Jo. Pasal 31 ayat (2)

PP Nomor  9  Tahun  1975,  majelis  hakim telah  berusaha  mendamaikan  rumah

tangga  Pemohon  dan  Termohon  pada  setiap  persidangan  dengan  jalan

memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap  mempertahankan

keutuhan  rumah  tangganya  dengan  Termohon  akan  tetapi  tidak  berhasil,

sedangkan  usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena  Termohon tidak pernah

hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang

sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun   Termohon telah

dipanggil secara resmi  dan patut;

 Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  dalil  permohonan  Pemohon  untuk

melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus  yang  sulit  untuk  didamaikan  sejak  tahun  2006  yang  disebabkan
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Termohon mempunyai hubungan istimewa dengan pria idaman lain yang diketahui

oleh  Pemohon  dari  handphone  Termohon  yang  berisi  pesan-pesan  romantis,

Pemohon  telah  menanyakan  terhadap  Termohon  dan  Termohon  telah

mengakuinya,  Termohon  mempunyai  sifat  acuh,  yakni  Termohon  kurang

memperhatikan  kehidupan  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon  dan

puncaknya pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang,  bahwa  atas  permohonan  Pemohon  tersebut,  jawaban

Termohon  tidak  dapat  didengar  di  persidangan karena  Termohon  tidak  pernah

hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

untuk  menghadap  ke  persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu

halangan yang sah,  maka secara  yuridis  formal  dalil  atau  alasan permohonan

Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat

dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta

permohonan  Pemohon  dikabulkan,  mengingat  perkara  ini  merupakan  perkara

perceraian  dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul  suatu  kebohongan

besar  (de  groten  langen),  maka  perlu  didukung  dengan  alat-alat  bukti,  yang

kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1 dan P.2) dan 2

orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di

atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat  bukti  tertulis (kode P.1),  majelis hakim

menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang

telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat

bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil

alat  bukti,  oleh  karenanya  telah  dapat  diterima  sebagai  bukti  yang  sah

berdasarkan Pasal  165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan terbukti Pemohon

dengan Termohon,  terikat  dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah

bercerai,  oleh  karenanya  Pemohon  dan  Termohon,  mempunyai  hak  dan

berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa untuk  memperkuat  dalil-dalil  lainnya,  Pemohon juga

mengajukan bukti  surat  P.2  berupa fotokopi  Surat  Keterangan Ghoib/hilangnya

Termohon  yang  dikeluarkan  oleh  Kelurahan  ALAMAT.  Terhadap  bukti  surat
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tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

tergolong akta di  bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan

tidak mengikat, maka oleh karenanya bukti surat P.2 tersebut hanya sebagai bukti

permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  Pasal  22  Peraturan  Pemerintah

Nomor  9  Tahun  1975,   Pemohon  telah  menghadirkan  dua  orang  saksi,  yakni

keluarga  dan  orang-orang  yang  dekat  dan  telah  memberikan  keterangan  di

persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena

saksi  mengetahui  langsung  peristiwa  perselisihan  dan  pertengkarannya  dan

ternyata  pula  keterangan  keduanya  saling  bersesuaian  dan  mendukung

permohonan  Pemohon,  sehingga  dinilai  oleh  Majelis  Hakim  telah  memenuhi

syarat  formil  dan  materiil  sebuah  kesaksian,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi

tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua

orang  saksi,  Majelis  Hakim  telah  dapat  menemukan  fakta-fakta  yang  dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara  Pemohon dengan  Termohon telah  terikat  dalam perkawinan

yang sah;

2. Bahwa  antara  Pemohon  dengan  Termohon  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  sejak  tahun  2006  yang  disebabkan  Termohon  mempunyai

hubungan  istimewa  dengan  pria  idaman  lain,  Termohon  kurang

memperhatikan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa Pemohon dan  Termohon  telah  pisah  rumah sejak  tahun  2007  dan

sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami

istri;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon

namun tidak berhasil  dan Pemohon sampai  pada tahap kesimpulan masih

tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah

tidak  rukun,  yang  sudah tidak  ada  harapan  untuk  dapat  dipertahankan  lagi
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(Onheel baar tweespalt), sehingga rumah tangga  Pemohon dan  Termohon sudah

pecah sedemikian rupa (broken/down marriage);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI

Nomor  38/K/AG/1990  tanggal  22  Agustus  1991,  bahwa  apabila  terbukti  suatu

rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan

rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua

belah  pihak,  maka  tanpa  mempersoalkan  siapa  yang  salah  dan  mencari

kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  dan  fakta-

fakta   hukum  yang terurai  di  atas,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa rumah

tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  harmonis  lagi,  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sulit  didamaikan,  sehingga

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  sesuai  dengan  tujuan

perkawinan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang  bahagia dan

kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal  3  Kompilasi  Hukum

Islam yaitu  mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah,  mawaddah dan

rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan

Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi

Hukum Islam,  sehingga permohonan Pemohon patut  untuk dikabulkan dengan

memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap

Termohon; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  telah  diberikan  izin  untuk

berperkara tanpa biaya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini  dibebankan

kepada Negara  melalui  Daftar  Isian  Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  Pengadilan

Agama Depok;

Mengingat  pasal-pasal  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar'i  yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;  
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2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;  

3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;  

4. Membebankan biaya perkara ini  sejumlah Rp.301.000,00 (tiga ratus satu

ribu Rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Depok;

Demikian  diputuskan dalam permusyawaratan Majelis  Hakim Pengadilan

Agama  Depok  pada  Selasa tanggal  17  November  2020 Masehi  bertepatan

dengan tanggal  1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh  Drs. M. Rusli S.H.,MH. sebagai

Ketua  Majelis,  Drs.  Endang  Wawan  dan  Dra.  Yumidah,  M.H., masing-masing

sebagai  Hakim Anggota,  putusan tersebut  diucapkan pada hari  itu  juga dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim  Anggota

tersebut, dan didampingi oleh Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota 

Drs. Endang Wawan

Dra. Yumidah, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 65.000,00
3. Biaya Panggilan Termohon : Rp.180.000,00

4. Biaya Materai : Rp.  6.000,00
      ---------------------------------------------------------------------------
          Jumlah : Rp. 301.000,00

Catatan:

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal ...................
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